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<b>ABSTRAK</b>

Hukuman kebiri kimiayang diatur dalam Pasal 81 ayat (7) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan salah satu hukuman pidana
tambahan terbaru yang dapat dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual pada anak. Hukuman pidana
tambahan kebiri kimiatersebut pada bulan Mei 2019 telah digunakan pertama kalinya untuk menjerat
pelaku kekerasan seksual pada anak dalam putusan nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.M JK. Namun pelaksanaan
dari hukuman pidana tambahan kebiri kimia dalam putusan a quo menghadapi permasalahan dengan tidak
adanya hukum formil yaitu peraturan pelaksana dari Undang-Undang No.17 Tahun 2016 tersebut.
Kgaksaan selaku entitas yang mengemban kewenangan pelaksana dari putusan pengadilan menurut Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang K ejaksaan
Republik Indonesia pada faktanya harus melakukan penunjukkan kepada entitas yang memiliki kompetensi
dalam bidang medis untuk melaksanakan hukuman pidana tambahan kebiri kimiatersebut secara langsung.
Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tentang
Kesehatan Jwa mengatur bahwa kebiri kimiatermasuk ke dalam tindakan medis yang disebut upaya
kesehatan kuratif, karenanya pelaksanaan dari kebiri kimia hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan
yang berwenang yaitu dokter khususnya dokter spesialis kejiwaan. Sehingga K gfaksaan dalam
melaksanakan hukuman pidana tambahan kebiri kimia harus melakukan penunjukkan kepada dokter
gpesialis kejiwaan yang memiliki kewenangan dan kompetens yang dibutuhkan.
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<i><b>ABSTRACT</b>

Chemical castration criminal penalty regulated in Article 81 paragraph (7) of Law No. 17 of 2016 on the
Establishment of Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2016 on the Second Amendment to Law
No. 23 of 2002 concerning Child Protection is one of the latest additional criminal penaltiesthat can be
imposed for perpetrators of sexual violence against children. The chemical penalties for additional castration
in May 2019 were used for the first time to ensnare perpetrators of sexual violence against children in
decision number 69/ Pid.Sus/ 2019 / PN.MJK. Nevertheless, the implementation of additional chemical
castration criminal penaltiesin the a quo decision faces a problem in the absence of formal law, particularly
the implementing regulations of the Law No.17 of 2016. The Prosecutor's Office as an entity that carries out
the executive authority of the court's decision according to the Criminal Procedure Code and Law No. 16 of
2004 concerning the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia, in fact, must appoint an entity
that has competence in the medical field to carry out additional chemical castration penalties. Law No. 36 of
2009 on Health and Law No. 18 of 2014 on Mental Health regulates that chemical castrationisincluded in a
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medical action called curative health measures, therefore the implementation of chemical castration can only
be carried out by authorized health personnel namely doctors especially psychiatric specialists. So that the
Prosecutor's Office in carrying out additional criminal sentences of chemical castration must appoint a
psychiatric specialist who has the authority and competence needed.<i/>



